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11.

14.

15.

16.

undang-Undang  Nomor
Negara (Lem 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

gg:gzgﬂndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Ta
, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389); i

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
'(l‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Mm&moaerah ( Lembaran Negara Repiblik Indinesia Tahun 200"3
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
KeuanganKepalaDaerahdanWaldtKepalaDaerah(Lanbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dan mm mm Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

peraturan Pemerintah MOMCP L tndonesia Tahun 2001 Nomor
(Lembaran Negare et  Indonesia Nomor 4139);

~bahan Lembaran Negara Republik In '
119, fams R <o - pengelolaan
3 F 'bgﬂa ggpg. ok



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

ara Penatausanaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungiewsban
Bendahara Serta Penyampaiannya;
Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusun

an APBD Tahun Anggaran 2012;
Peraturan Menteri Da

lam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan walikota Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;

Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sisten
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang rerubahz;
Pertama Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2011 tenta

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;

Peraturan walikota Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perggitlxant;‘etgt;;
Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun

j n
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahu
Anggaran 2012;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota M:kaisrs;a;N?enr\grb
1/P.DPRD/X1/2009 tanggal 9 Nopember 2009 rmnta e}
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar,

r
Keputusan Pimpinan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mkassa

Nomor 15/DPRD/X1/2009 tanggal 8 Oth:ga hzgé Mt:ntangr
Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan i Dmaerah
tentamuperubahan Anggaran Pendapatan c:;\n
Tahu:g Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah.









